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Setelah dua tahun Program Pemantaun Sistem Yudisial (JSMP) mendirikan Proyek Pemantauan Parlemen
(Projeitu Observasaun Parlamentar - POP), kemudian POP melanjutkan kegiatan pemantaun mengenai
proses legislatif di Timor Leste dengan tujuan utama untuk mempromosikan peran serta (partisipasi) rakyat
dalam proses legislatif, akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan pemantauan.

Laporan ini dipublikasikan dengan maksud untuk menyediakan rekomendasi-rekomendasi mengenai
bagaimana memperkuat demokrasi di Timor Leste dan untuk memberikan informasi dan analisis mengenai
sistem parlemen selama tahun 2011. JSMP berharap bahwa laporan ini dapat membantu para anggota
parlemen baru di masa yang akan datang untuk memenuhi peranan dan tanggung jawab mereka pada
periode berikutnya.

Berdasarkan pada pemantaun JSMP, Parlemen Nasional telah melakukan kemajuan substantif selama
periode tahun legislatif 2011. Sebagai contoh, pengesahan terhadap beberapa undang-undang penting
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengesahan mengenai Undang-Undang
Anggaran Belanja Negara untuk tahun 2012, Undang-Undang Organik Pengadilan Tinggi Administrasi,
Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Penanaman Modal Swasta, dan Undang-Undang
mengenai Tenaga Kerja.

Walaupun demikian, Parlemen Nasional juga menghadapi berbagai tantangan selama tahun 2011. Misalnya,
kehadiran beberapa anggota parlemen pada tahun sebelumnya dan tahun 2011 masih terus melanggar jam
kerja, para anggota parlemen tidak begitu aktif dalam proses pembuatan undang-undang, belum adanya
proses konsultasi yang memadai, bahasa Portugis masih menjadi hambatan serius bagi para anggota
parlemen, dan parlemen tidak memiliki program sosialisasi yang jelas kepada rakyat untuk memahami
sistem demokrasi mereka dengan baik.

JSMP mengakui para anggota menghadapi berbagai kendala selama tahun 2011, namun JSMP menghargai
kerja keras mereka selama tahun tersebut. Walaupun sebagaimana kita semua memahami bahwa masa
bakti periode legislatif mereka akan berakhir bulan Juni 2012 mendatang, namun untuk memastikan
pekerjaan para anggota parlemen berikutnya (2012 - 2017) dapat berjalan dengan baik, JSMP menekankan
beberapa rekomendasi berikut dengan maksud untuk mendorong para anggota parlemen berikutnya untuk
mempertimbangkan:

1. Parlemen Nasional perlu merekrut lebih banyak penasihat nasional dan internasional untuk
membantu mereka dalam memahami proses legislasi atau proses pembuatan undang-
undang.

2. Parlemen Nasional perlu menambah tenaga pegawai untuk Parlemen Nasional, untuk
membantu para anggota parlemen dalam proses pengawasan.

3. Parlemen Nasional harus menambah sumber referensi lain dalam bahasa Tetun dan
Indonesia di perpustakaan parlemen agar para anggota parlemen dapat memahami dan
memanfaatkan sumberdaya tersebut.

4. Parlemen Nasional dan pemerintah harus menyiapkan semua dokumen, termasuk
rancangan undang-undang, dalam dua bahasa resmi, termasuk Tetun.



10.

Sekretariat Parlemen Nasional melalui Presiden Parlemen Nasional harus memberikan
sanksi kepada para anggota parlemen yang sering kali tidak disiplin dalam jam kerja.

Parlemen Nasional dan pemeritah perlu melakukan konsultasi secara terbuka dan
substantif dengan pihak-pihak terkait mengenai rancangan undang-undang dan
memungkinkan rakyat terlibat dalam proses ini.

Para anggota Parlemen didorong untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses legislatif dan
juga diharapkan untuk mempersiapkan diri secara baik. Untuk mencapai proses itu, para
anggota parlemen harus melakukan pelatihan atau program studi banding di luar negeri
untuk lebih mendukung dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses legislatif,
pengawasan dan pengambilan keputusan politik berdasarkan Konstitusi, undang-undang
dan situasi riil rakyat Timor Leste.

Parlemen Nasional dan pemerintah harus mengembangkan program sosialisasi yang baik
mengenai sistem demokrasi di Timor Lest, sosialisasi mengenai undang-undang yang telah
diberlakukan dalam Lembaran Negara, proses legislatif dan hak-hak politik, melalui
pendidikan kewarga-negaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke masyarakat luas.
Ini merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi para anggota dewan juga bisa
memberikan kontribusinya dalam program ini.

Parlemen Nasional dan pemerintah perlu memiliki rencana yang baik mengenai Anggaran
Belanja Negara untuk memungkinkan masukan konstruktif dari para anggota parlemen
untuk hanya mengesahkan anggaran negara hanya satu kali dalam setahun agar lebih
efisien dan efektif.

Mendorong para anggota Parlemen Nasional berikutnya untuk dapat memberikan perhatian
khusus kepada undang-undang penting lainnya yang masih tertunda di parlemen, seperti
Rancangan Undang-Undang mengenai Program Reparasi Nasional dan Pendirian Program
Institusi Memori Publik.



Pada bulan Pebruari 2011, JSMP menetapkan Proyek Pemantaun Parlemen (POP), berdasarkan pada
tantangan-tantangan yang dihadapi dan proses mengenai parlemen dan pemahaman rakyat yang masih
minim mengenai proses legislatif. Tujuan-tujuan dari proses tersebut sebagai berikut:

Untuk membantu meningkatkan pemahaman publik mengenai proses legislatif dan meningkatkan
pemahaman para anggota parlemen mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam
negara hukum di Timor Leste, termasuk pentingnya melestarikan budaya akuntabilitas dan
transparansi sebagai elemen mendasar dari demokrasi;

Untuk melakukan pemantauan terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, memalui upaya
promosi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di semua lembaga-lembaga negara; dan

Untuk meningkatkan kemampuan rakyat Timor Leste untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam
proses demokrasi.

Informasi-informasi yang diuraikan dalam laporan ini mewakili semua peristiwa-peristiwa penting yang
dipantau oleh JSMP-POP selama periode tahun 2011. Tujuan dari laporan berjudul Bersama Membangun
Sebuah Sistem Demokrasi Yang Kuat di Masa Depan dibagi dalam dua bagian, antara lainya:

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan tantangan dalam sistem Parlemen di
Timor Leste selama tahun 2011; dan

Menyediakan analisi dan beberapa pengamatan kritis mengenai sistema parlementer dan legislatif
selama tahun 2011 dengan keseluruhan prosesnya.

Berikut adalah struktur dari laporan tersebut sebagai berikut:

Bagian 1 — Mendiskusikan mengenai kegiatan Parlemen Nasional selama tahun 2011, termasuk
undang-undang yang disahkan, Kegitaan Komisi A dan analisis mengenai proses KUH Perdata di
Komisi A.

Bagian 2 — Mendiskusikan mengenai perkembangan dan tantangan yang terjadi di dalam sistem
parlemen selama tahun 2011 dan sumberdaya manusia dan fasilitas/sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh Parlemen Nasional

Bagian 3 — Mengambarkan kegiatan JSMP dalam masyarakat untuk memperbaiki pemahaman
mereka mengenai sistem parlemen dan melibatkan mereka dalam proses legislatif dan
mendiskusikan hasil pemantaun JSMP mengenai pemahaman masyarakat dalam hubungannya
dengan sistem yang diterapkan.

Bagian 4 — Lampiran yang meliputi struktur sistema parlementer dan proses legislatif di Timor
Leste dan statistik dan grafik mengenai Parlemen Nasional pada tahun 2011.



Parlemen Nasional pada tahun 2011 banyak menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan pada periode
tersebut karena sempat mengesahkan beberapa undang-undang penting seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Organik mengenai Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan
Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Swasta dan Undang-Undang
mengenai Ketenagakerjaan. Dalam proses perdebatan dan proses pengesahan atas Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Parlemen Nasional memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Sementara atau Komisi
Ad Hoc sebagai penanggung jawab undang-undang tersebut setelah menerima surat permohonan dari
Komisi A bahwa mereka tidak dapat mendiskusikan undang-undang tersebut karena masalah kuorum yang
tidak terpenuhi.

Terdapat juga kejadian-kejadian penting lainnya yang dilakukan oleh Parlemen Nasional seperti menjadi
tuan rumah untuk pertemuan para anggota parlemen dari Negara-negara berbahasa Portugis (CPLP) untuk
mendiskusikan strategi dan perencanaan kepentingan nasional termasuk mengesahkan beberapa resolusi
untuk meninjau berbagai macam hubungan antara negara CPLP di masa mendatang. Parlemen Nasional
juga mengesahkan Rencana Strategis Nasional Pemerintah untuk periode tahun 2011 sampai pada tahun
2030, termasuk mengesahkan pemilihan dua orang anggota dewan untuk bidang Intelijen Nasional yang
mana terdiri dari Anggota Parlemen Fretilin dan dari AMP.

Selama periode reses pada bulan Agustus, kebanyakan anggota Parlemen Nasional menjalani masa reses
tersebut dengan melakukan aktivitas studi banding di beberapa negara maju berdasarkan pada kemampuan
dari komisi masing-masing secara khusus guna mencari referensi atas beberapa rancangan undang-undang
yang telah ada dalam agenda untuk didiskusikan dan disahkan.

Parlemen Nasional juga bersama Presiden melaksanakan sebuah sesi khusus melalui mengheningkan
cipta untuk hari Hak Azasi Manusia dengan menyerahkan penghargaan piagam ‘Sergio Viera de Mello’
kepada keenam (6) pemenang yang dianggap telah mendedikasikan karya mereka untuk Hak Azasi
Manusia.

Selama periode 2011, Sidang Pleno Parlemen Nasional melakukan dengar pendapat dengan para anggota
pemerintah, termasuk dengan: Menteri Ekonomi dan Pembangunan, Joao Goncalves mengenai Rancangan
Undang-Undang Penaman Modal Swasta; Perdana Menteri Xanana Gusmé&o yang didampingi oleh Menteri
Keuangan Emilia Pries dalam rangka mengajukan Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Dana
Perminyakan, termasuk Rancangan Utang Publik: Menteri Kehakiman Lucia Lobato mengenai Rancangan
Paket Undang-Undang Pertanahan, dan Rancangan Perubahan Undang-Undang mengenai Jaksa Penuntut
Umum dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Sekretaris Negara Dewan Kementerian Agio
Pereira mengenai Rancangan Undang-Undang Mogok Kerja; dan Sekretaris Negara untuk Urusan
Ketenagakerjaan Bendito Freitas mengenai Rancangan Undang-Undang Perburuhan.

Jika melihat pada aktivitas Parlemen Nasional selama tahun 2011, JSMP menilai bahwa Parlemen Nasional
telah melakukan banyak kemajuan akan tetapi masih tetap ada banyak tantangan yang berdampak pada
kinerja kerja Parlemen Nasional. Menurut pemantauan yang dilakukan oleh JSMP mengenai hambatan
hambatan dalam Parlemen Nasional akan diuraikan dalam bagian Ill, akan tetapi dirangkum sebagai berikut:



. Para anggota Parlemen tetap tidak menempati jam kerja sehingga berdampak pada sidang pleno
mengenai undang-undang tertentu tidak sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Parlemen
Nasional juga terus dalam kondisi sulit untuk memenuhi kuorum pada sesi sore harinya karena
mayoritas anggota Parlemen Nasional dari fraksi AMP tidak masuk kerja. Situasi ini
mengakibatkan banyak undang-undang yang harus ditunda. Situasi ini menurut JSMP merupakan
masalah serius karena para anggota parlemen tidak mematuhi ketentuan pasal 460 Peraturan
Internal Parlemen Nasional mengenai jam kerja, terutama untuk sesi sidang pleno dengan komisi
karena mengabaikan tanggungjawab mereka sebagaimana tertera dalam Konstitusi.

. Masalah lain, tidak ada tindakan secara serius dari Parlemen Nasional untuk memberikan sanksi
kepada para anggota parlemmen yang sudah sering kali tidak hadir. Misalnya, banyak anggota
parlemen nasional yang tidak memberikan alasan pasti atas ketidakhadirannya sampai pada hari
yang telah ditentukan (3 hari) akan tetapi mereka tetap tidak hadir dengan tetap tidak memberikan
justifikasi. Ini juga menurut JSMP adalah merupakan masalah, karena ketidakhadirannya
memberikan dampak tidak terpenuhinya kuorum dalam sidang pleno dan telah melangkahi pasal
5 Peraturan Internal Parlemen Nasional mengenai substitusi secara temporal dan pasal 10
mengenai kewajiban dan hak dari para anggota itu sendiri.

. Sebagian anggota Parlemen juga mengabaikan sebagian undang-undang yang dianggap tidak
memberikan manfaat atas kepentingan politik, contoh kongkrit terjadi dalam proses perdebatan
atas Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan terhadap pencucian uang dan
pendanaan terrorisme. Hal mana sebagian anggota parlemen telah mengajukan rancangan
pengunduran atas proses perdebatan akan tetapi tidak memberikan justifikasi atau alasan secara
tepat.

. Keterbatasan penasehat di Parlemen Nasional terus memberikan dampak bagi anggota parlemen
untuk dapat mengerti secara baik isi/substansi dari rancangan undang-undang dari pemerintah
yang semuanya disediakan hanya dalam bahasa Portugis teknis. Parlemmen Nasional hanya
terdapat empat orang penasehat, 2 orang fokus pada sidang pleno dan memberikan dukungan
(backup) pada semua komisi, dan 2 lainnya memberikan dukungan pada komisi secara khusus
(semua 9 komisi). JSMP melihat bahwa kondisi ini juga memberikan dampak yang sangat besar
terhadap efektifitas kerja Parlemen Nasional. Oleh sebab itu para anggota parlemen memerlukan
dukungan dan nasehat yang bersifat fokus dan mendalam, termasuk untuk berkonsultasi dengan
semua referensi legal guna melakukan perbandingan dan memutuskan jika undang-undang
tersebut relevan dan berkualitas serta merefleksikan kepentingan nasional.

. Waktu dan sasaran atas proses konsultasi publik mengenai sebagian undang-undang tidak
ditentukan dengan baik, oleh karena itu, sebagian undang-undang tidak mendapatkan hasil yang
maksimal. JSMP tetap merekomendasikan bahwa parlemen nasional perlu untuk memperpanjang
proses konsultasi publik dengan baik dengan semua pihak yang berkepentingan.

Parlemen Nasional memiliki komisi yang bersifat permanen yang mana memiliki mandat untuk menguiji
rancangan undang-undang yang disidangkan dalam pleno di Parlemmen Nasional yang diajukan padanya.
Komisi ini terdiri dari para anggota parlemen dari setiap fraksi parlemen atau fraksi partai politik. Setiap
komisi memiliki mandat yang berhubungan dengan sebuah topiksecara spesifik.



Menurut pasal 35 Peraturan Internal
Parlemmen Nasional, setiap Komisi Permanen
memiliki kompetensi untuk:

+ diskusi dan membuat pernyataan atas
Rancangan Undang-Undang atas perubahan
dan traktat yang diberikan dari Parlemen
Nasional;

+ mengapresiasikan petisi atau usulan yang
diberikan dari Parlemen Nasional;

* merealisasikan audiensi publik atas rancangan
undang-undang yang akan didiskusikan guna
melihat keinginan dari masyarakat dan
melakukan pekerjaan sesuai dengan
kepentingan dari rakyat; dan

+ dapat mengusulkan pertemmuan dengan
setiap anggota dari badan administrasi publik
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan
atas topik yang relevan dengan pekerjaan dari

Komisi A Parlemen Nasional membidangi hal-hal
mengenai Konstitusi, hukum, administrasi publik
kewenangan lokal dan legislasi pemerintah.

Sama seperti badan pengawasan, Komisi A
memiliki kompetensi secara menyeluruh sesuai
dengan pasal 950 Konstitusi untuk melakukan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui
diskusi atau memberikan pertanyaan secara
tertulis kepada pemerintah. Komisi bisa ditugaskan
untuk melihat beberapa masalah seperti politik
pemerintah, manfaat dari politik pemerintah untuk
negara, pengeluaran anggaran untuk perkembangan
negara termasuk ketaatan pemerintah terhadap
Konstitusi atau atas udang-udang yang berlaku.

Bentuk-bentuk dari pengawasan yaitu melalui
kinerja komisi dengan melihat secara langsung,
memberikan pertanyaan untuk para menteri,
perdebatan atas publikasi, proses perdebatan
anggaran kerja-sama dengan agen pengawas

komisi itu sendiri. lainnya, apresiasi atas program pemerintah dan

mengajukan mosi kepercayaan atas pemerintah.

Komisi A juga memiliki fungsi untuk melakukan pengujian dan melakukan investigasi atas persoalan yang
memiliki kepentingan bagi negara dan menilai semua laporan, pengajuan dan rekomendasi yang mana
memerlukan analisis dan diputuskan lewat sidang pleno. Komisi juga memiliki tanggungjawab untuk
mendengarkan keluhan dari semua warga negara dan melanjutkan atau menyampaikan keluhan tersebut
pada pemerintah, melakukan kontrol atas sikap dari lembaga yang berwewenang lainnya dan menjamin
bahwa hukum yang disahkan adalah baik untuk kepentingan nasional. Untuk sementara, Komisi A diwakili
oleh 13 anggota parlemen yang mana terdiri dari 8 fraksi yang ada di Parlemen Nasional, tidak termasuk
PPT.1

Pada tahun 2011, Komisi A terlibat dalam berbagai proses pembuatan rancangan perundang-undangan,
misalnya Perubahan Pertama atas Statuta dari Kejaksaan, Perubahan Kedua atas dua undang-undang
mengenai Undang-Undang Pemilihan Presiden Republik dan Pemilihan Parlemen Nasional. Komisi A juga
melakukan banyak dengar pendapat pada tahun 2011, termasuk dengan perwakilan dari Asosiasi Nasional
Korban 1975 sampai 1999 untuk berbicara mengenai Rancangan Undang-Undang Program Nasional untuk
Reparasi dan Undang-Undang mengenai Pendirian Institusi Memorial Publik. Komisi A melakukan dengar
pendapat dengan Kementerian Negara Perencanaan Administrasi dan Territorial, Sekretariat Teknik
Administrasi Pemilihan, Komisi Nasional untuk Pemilihan, Partai Politik dan Organisasi-Organisasi
Masyarakat Madani mengenai Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemilihan; dengar
pendapat dengan Jaksa Agung Republik dan Menteri Kehakiman mengenai Perubahan Pertama atas
Statuta dari Kejaksaan, dan dengan Organisasi Masyarakat Madani, Sekretaris Negara untuk Urusan
Ketenagakerjaan dan Dewan Kementerian mengenai Rancangan Undang-Undang Mogok Kerja.

T Untuk struktur Komisi A dapat dilihat dalam tebel dalam Lampiran C.



Selain itu, Komisi A melakukan analisis atas sebagian petisi yang diajukan oleh berbagai institusi, seperti
petisi mengenai tuntutan dari perwakilan komunitas dari sebuah desa dari Letefoho dan Same, tuntutan dari
Masyarakat Madani Generasi Baru Tchailoro di Lospalos mengenai tanah adat. Serta, Komisi A menerima
pernyataan dari Korban dan Keluarga Korban dari Sub Distrik Alas mengenai data atas aksi kekerasan
terhadap Gereja Apostolik Baru. Komisi A juga melakukan kunjungan studi komparatif pada bulan Juli 2011
di Cape Verde mengenai Kewenangan Lokal dan pembentukan Administrasi Kota (Munisipiu) di Timor Leste.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diajukan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2009 kepada
Parlemen Nasional.2 Rancangan Kitab Undang-Undang ini diajukan kepada Komisi A sebagai Komisi yang
menangani persoalan legislasi dan kewenangan lokal. Rancangan Kitab Undang-Undang ini berasal dari
pemerintah yang pada awalnya mendapatkan persetujuan legislatif dari Parlemen Nasional. Rancangan ini
diajukan oleh pemerintah kepada Parlemen Nasional, terdiri dari lima (5) Buku dengan rincian pasal-pasal
yang berjumlah sekitar 2195 pasal.

JSMP melihat bahwa, proses diskusi dari Komisi Ad Hoc mengenai Kitab Undang—Undang Hukum Perdata
tidak berjalan efektif, karena tidak banyak melakukan konsultasi publik dengan entitas relevan seperti halnya
masyarakat madani, perwakilan agama dan lider komunitas dan para tetua adat guna menjamin bahwa
Kitab Undang—-Undang Hukum Perdata benar-benar relevan dengan situasi kehidupan dan budaya
masyarakat Timor Leste. Walaupun, Peraturan Internal Parlemen Nasional memberikan jalan untuk dapat
melibatkan pandangan publik untuk dapat menghasilkan sebuah produk undang-undang yang betul-betul
merefleksikan dan betul-betul menjawab kepentingan masyarakat dan mencerminkan tujuan dan prinsip —
prinsip dari peranan legislatif itu sendiri.3

Kitab Undang—Undang Hukum Perdata dirancang dengan aturan-aturan yang memberikan dampak pada
kehidupan sehari —hari dari semua orang. Undang—Undang ini akan mengatur mengenai hidup berkeluarga
termasuk pernikahan, adopsi, perceraian, dan harta warisan. Undang—Undang ini mengatur hak atas
kepemilikan termasuk peraturan mengenai sewa-menyewa, pendudukan legal, kompensasi, kredit/hipoteca
dan kepemilikan kolektif. Kitab Undang—Undang Hukum Perdata juga mengatur bagaimana menggunakan
air, rumah dan perdagangan. Timor Leste telah memiliki aturan kultural yang mengatur semua persoalan
tersebut dan setiap komunitas memiliki metode untuk bagaimana menyelesaikan semua masalah yang
muncul. Begitupun peraturan-peraturan ini memiliki dampak serius terhadap masyarakat yang rentan
termasuk yang orang-orang miskin, para janda, anak — anak, dan para penyandang cacat.

Ketika Komisi Ad Hoc membuat suatu usulan untuk melakukan amandemen terhadap rancangan undang—
undang ini berdasarkan pada hasil konsultasi dengan masyarakat, sidang pleno tidak memberi perhatian
secara mendalam atas semua rekomendasi tersebut, ini menunjukkan bahwa sidang pleno harus bekerja
dengan baik dengan semua komisi dan komisi-komisi tersebut harus memberikan perhatian penuh atau
tekanan terhadap sidang pleno agar dapat menampung rekomendasi rancangan undang—undang tersebut.

Selain itu, tanpa partisipasi dari fraksi oposisi, komposisi Komisi Ad Hoc tidak maksimal karena hanya
diwakili oleh 8 anggota parlemen. Situasi ini sangat kompleks karena Kitab Undang—Undang Hukum Perdata
memiliki 2195 pasal, kenyataan mana membuat JSMP ragu bahwa sangat mustahil bagi para anggota
parlemen untuk membaca semua rangkuman dari keputusan Komisi Ad Hoc dalam waktu yang singkat.

2 Seperti Rancangan Undang — Undang No 30/Il mengenai Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

3 Sesuai Peraturan Internal Parlemen Nasional, pasal 79 (d).



JSMP memantau bahwa, alasan Fretilin meninggalkan (‘walkout’) dari Komisi Ad Hoc karena mereka
mengganggap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat sensitif dan sangat penting sehingga perlu
konsultasi yang mendalam agar Undang-Undang tersebut dapat merefleksikan situasi nyata dari
masyarakat. Akan tetapi kalau tetap berada di Komisi A, juga tidak dijamin kelengkapannya bahwa Undang
-Undang tersebut dapat konsultasi yang mendalam karena tiak mendapatkan cukup dukungan secara teknis

dari Komisi A.

Ringkasan: Proses rancangan KUH perdata di Parlemen Nasional

15 Desember 2009

15 Desember 2009

6 Oktober 2010

17 Desember 2010

2 Maret 2011

8 Maret 2011

8 Maret 2011

16 Mei 2011

28 Juni 2011

Pemerintah menyampaikan rancangan KUHPerd pada Parlemen Nasional.
Sidang Pleno menyerahkan rancangan undang-undang kepada Komisi A.

Komisi A melakukan konsultasi public denga tokoh masyarakat, masyarakat
madani dan perwakilan agama dari diosis Baucau dan Dili. Proses ini tidak
mendalam karena konsultasi tersebut hanya melihat prinsip umum mengenai
pentingnya KUH Perdata.

Komisi A menyelesaikan audiensinya dengan mengesahkan rancangan UU
dalam sidang umum/paripurna. Komisi A hanya sempat mengsahkan pasal 10 -
214 saja.

Komisi A menyampaikan permohonan kepada Presiden Parlemen Nasional
untuk diberikan rancangan UU ini dalam Komisi Khusus. Komisi A mengakui
kapasitasnya tidak memadai untuk mendiskusikan semua pasal.

Presiden Parlemen Nasional mengumumkan pendirian Komisi Ad Hoc dengan
komposisi dari semua fraksi parlementer, akan tetapi tidak termasuk Fretilin
yang mana memutuskan untuk keluar dari plenary (‘walkout’) karena mereka
menganggap bahwa tidak penting untuk mendirikan Komisi Ad Hoc. Fretilin
meminta diskusi dilanjutkan saja di Komisi A.

Komisi Ad Hoc didirikan dengan 8 anggota parlemen tidak dengan parisipasi
dari fraksi. Komisi Ad Hoc mendapatkan dukungan teknis dari satu penasehat
internasional saja dengan memfasilitasi anggota komisi untuk dapat mengerti isi
dari rancangan UU tersebut.

Komisi Ad Hoc memulai diskusi pertama di Maubisse (16 - 26 Mei 2011),
diskusi kedua di Com—Lospalos (7 Juni 2011) dan diskusi ketiga dilanjutkan
sekali lagi di Maubisse (28 Juni 2011).

Komisi Ad Hoc mengsahkan rancangan undang-undang yang terdiri dari 2000
an pasal tersebut.
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23 Agustus 2011

23 Agustus 2011

12 September 2011

13 September 2011

Komisi Ad Hoc menghasilkan usulan dan diberikan kepada plenary. Usulan
tersebut merekomendasikan beberapa amandemen atas undang — undang
tersebut akan tetapi plenary tidak mengimplementasikan semua rekomendasi
tersebut.

Sidang Pleno Parlemen Nasional mengesahkan secara final pada rancangan
KUH Perdata. UU tersebut disahkan dengan suara setuju 27, kontra 1 dan
abstain 14.

Parlemen Nasional mengajukan rancangan KUH Perdata kepada Presiden
Republik untuk diundangkan sesuai dengan kompetensi Presiden Republik
(pasal 85(a) dan (c) Konstitusi).

Presiden Republik mengundangkan KUH Perdata.

Presiden memilik hak untuk veto secara politik atau veto secara hukum atas
semua rancangan yang diajukan oleh Parlemen Nasional sebelum
diundangkan. Akhirnya, Presiden tidak menggunakan secara baik kompetensi
konstitusionalnya dengan melakukan konsultasi dengan para penasehatnya
sebelum mengundangkan undang — undang tersebut.
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JSMP terus melakukan pemantauan terhadap kemajuan dan tantangan yang muncul dalam sistem
parlemen di Timor Leste pada tahun 2011. Kami akan mendeskripsikan kemajuan dan tantangan pada
bagian ini agar dapat memberikan rekomendasi pada Parlemen yang baru di tahun 2012.

Ada kemajuan penting yang dibuat oleh Parlemen Nasional sesuai dengan mandatnya untuk melakukan
pengawasan terhadap pemerintah sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 92 Konstitusi dan guna
mewakili para pemilih mereka.

Pada tahun 2011 JSMP mengamati bahwa sebagian anggota fraksi AMP mulai melihat dan melakukan kritik
secara substantive terhadap program dari pemerintah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya satu
anggota parlemen yang berani melakukan kritik terhadap program pemerintah. Contohnya anggota
Parlemen Lucas da Costa memberikan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang tidak
meningkat namun malah jatuh karena lebih menguntungkan pihak luar yang mana menjalankan bisnis di
Timor Leste dan mendapatkan banyak keuntungan tertinggi akan tetapi tetap menginvestasikan dana
mereka di luar negeri. Hal lainya disoroti adalah Bank Mandiri yang mana tidak memberikan layanan kredit
bagi orang Timor Leste serta uang yang
diinvestasikan oleh orang di Bank Mandiri tidak
memiliki bunganya. Menurutnya ini merupakan
suatu kelemahan dari Pemerintah terlebih
kelemahan dari Menteri Perekonomian tidak  ° Listrik yang tetap mengalami pemadaman di Dil
memiliki kebijakan yang baik untuk dapat dan sebagian distrik (dari Getrodis Moniz)

menumbuhkan perekonomian masyarakat Timor «  Kementerian Pendidikan tidak terus memberikan
Leste.4

Kritik dari para anggota parlemen pada program
pemerintah termasuk:

makanan (merenda escolar) disebagian sekolah di

Keprihatinan lainnya datang dari Anggota Parlemen CE T2 e (SN Bz e 2 CETEas eI ™)

Natalino dos Santos mengenai Proyek Emergensi + System pembayaran gaji bagi pegawai negeri tidak
Jalan Raya yang tidak memiliki kualitas. Inidikasi baik karena system yang digunakan sangat
tersebut menurutnya dapat menimbulkan korupsi manualsi (dari Aderito Hugo da Costa)

dari pegawai pemerintah dengan para pengusaha
agar dapat kerjasama untuk mendapatkan
keuntungan secara bersama.®

+ Kementerian Pendidikan tidak memiliki mekanisme
yang baik untuk mendukung para mahasiswa Timor
Leste di Indonesia untuk mendapatkan (KITAS)
visa semmentara di Indonesia (dari Virginia Ana
Maria Belo)

Menurut anggota Parlemen Rui Menezes® bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh para anggota
parlemen menghadapi berbagai kendala karena
pemerintah menggunakan sistem Ageng

4 Lucas da Costa memberikan kritikan terhadap Kementerian Perekonomian dan Pembangunan, 20 Juni 2011, hasil
pemantauan dari JSMP.

5 Pernyataan dari Natalino dos Santos dalam sidang pleno, 19 Desember 2011, hasil pemantauan dari JSMP.

6 Wawancara dengan Rui Menezes, Wakil Presiden Komisi A, 13 Januari 2012.
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Pembangunan Nasional yang mana mengusulkan untuk melakukan peminjaman internal dari satu
kementerian ke kementerian lainnya yang terindikasi masih memiliki banyak utang secara internal.

Sementara itu, Wakil Presiden Parlemen Nasional Vicente Guterres mengkritik kebijakan untuk proyek rumah
sangat sederhana bagi masyarakat yang mana setiap RT (Aldeia) akan mendapatkan lima rumah sangat
sederhana tersebut tidak disediakan dengan situasi yang baik karena tidak menguntungkan masyarakat lainnya
yang bertetangga akan tetapi malah menimbulkan diskriminasi karena memisahkan antara masayrakat dari
tempat asalnya sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mau berdomisili dalam rumah proyek percontohan

(pilot project) tersebut.”

Pasal 92 Konstitusi:

Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan
Republik Demokratis Timor Leste yang mewakili
semua warga negara Timor Leste dan diberikan
wewenang legislative, pengawasan dan keputusan
politik.

Menurut pasal 92, hanya Parlemen Nasional yang
memiliki kompetensi untuk membuat undang -
undang. Tidak ada suatu lembaga lain kecuali
pemerintah kalau Parlemen Nasional mengijinkan
sesuai dengan pasal 96 Konstitusi Republik
Demokratik Timor Leste.

Pengawasan artinya, semua anggota parlemen
satu orang atau dua dua orang atau dari komisi
atau dari fraksi melihat secara langsung program
pemerintah mengenai pembangunan daerah di
tingkat distrik atau di daeerah terpencil dan
kembali mendiskusikannya dalam sidang pleno
untuk diminta pertanggung jawaban dari
pemerintah. Misalnya dalam distribusi anggaran
untuk memperbaiki jalan raya dan perkantoran
dengan total anggaran yang sangat besar tetapi
setelah diawasi mendapatkan hasil bahwa proyek
tersebut tidak berkualitas.

Keputusan politik artinya, parlemen dalam
berbagai situasi dapat membuat keputusan politik
lewat penegakkan kembali keamanan nasional.
Misalnya, setelah 2006 Parlemen Nasional
membuat suatu resolusi ‘Negara darurat’ (negara
darurat) karena kepentinang nasional.

Berdasarkan pada hasil pemantauan JSMP pada
tahun 2011, bahwa para anggota parlemen
memang betul menjalankan tugas mereka sebagai
pengawas dengan memberikan masukan pada
pemerintah, untuk memperbaiki kesalahan yang
ada mengenai pembangunan nasional. Misalnya
Anggota Parlemen Fernanda Mesquita Borges
mengakui bahwa selama ini Anggota Parlemen
benar-benar melakukan pengawasan akan tetapi
belum mengelilingi/meliputi semua wilayah, akan
tetapi ini adalah merupakan suatu langkah penting
yang telah dilakukan oleh Parlemen Nasional.

Ada pula sebagian topik penting yang diangkat
oleh Anggota Parlemen dalam sidang pleno,
mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Misalnya
mengenai masalah listrik yang selalu padam di Dili
dan di seluruh teritori. Dari informasi ini Pemerintah
pada akhirnya mendirikan Pusat tenaga listrik dan
pengadaan mesin generator baru di wilayah Hera
dan Manufahi untuk menjamin listrik akan menyala
selama 24 jam. Walaupun demikian, para anggota
parlemen dari fraksi oposisi Fretelin tetap
mempersoalkan karena hingga sekarang listrik
tetap padam/mati di kota DIli dan di berbagai
distrik.

Seperti pada tahun sebelumnya, JSSMP mengakui
bahwa ada sebagian kontak secara langsung
antara anggota parlemen dengan para pemilihnya.

7 Vincente Guterres, Wakil Presiden Parlemen Nasional, berbicara dalam Seminar Nasional mengenai “Peranan
Parlemen Nasional dalam kapasitasnya sebagai badan pengawas dan pengambilan Keputusan Politik”, yang

diorganisir oleh JSMP pada tanggal 24 Oktober 2011.
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Misalnya setiap komunitas mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan para anggota parlemen di
gedung Parlemen Nasional dan berbicara secara langsung dengan para anggota parlemen pada waktu
isterihat, untuk menyampaikan berbagai keluhan mengenai topik apa saja. Kadangkala para anggota
parlemen juga meluangkan waktunya untuk media dan para peneliti untuk melakukan wawancara.

Contoh lainya adalah kehadiran para anggota Parlemen Nasional masing-masing Wakil Ketua Parlemen
Nasional, Vicente Guterres, Anggota Parlemen Francisco Branco dan Presiden Komisi A Fernanda Borges
dalam Seminar Nasional JSMP mengenai ‘Peranan Parlemen Nasional dalam kapasitasnya sebagai Badan
Pengawas dan Pengambilan Keputusan Politik’, Setelah Seminar Nasional yang diadakan di /Kantor Pos
Dili, Anggota Parlemen membagikan kartu identitasnya lengkap dengan nomor telepone kantor kepada para
peserta untuk menyampaikan dan mempertanyakan isu-isu penting. Pada tahun sebelumnya Wakil Ketua
Parlemen Nasional Maria Paixdo juga memberikan nomor telepone bagi para perserta yang mengikuti
Seminar Nasional yang juga diorganisir oleh JSMP.

Selain kemajuan-kemajuan tersebut di atas yang dicapai oleh Parlemen Nasional terdapat juga tantangan
yang muncul pada tahun 2011. Tantangan — tantangan tersebut antara lain karena tahun ini adalah
merupakan tahun terakhir mandate mereka maka para anggota parlemen akan dihadapkan pada persoalan
serius mengenai komitmen, kapasitas, dan sumber daya. Berikut adalah tantangan — tangan tersebut:

JSMP telah melakukan pemantauan selama dua tahun lebih, sebagian anggota parlemen terus tidak disiplin
dengan jam kerja, seperti telah tertera dalam Peraturan Internal Parlemen Nasional, hal mana disahkan
sendiri oleh Anggota Parlemen. Dalam Peraturan Internal tersebut mendiskripsikan bahwa jam kerja
Parlemen Nasional dimulai pada jam 9:00 pagi dan berakhir pada jam 6:00 sore.

Kehadiran anggota parlemen dalam sidang pleno — bulan Januari sampai Desember 2011

Farksi Jan Feb Mar  April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des
Fretilin (21) 58% 65% 54% 42% 45% 51% 55% 39% 39% 44% T77% 58%
CNRT (18) 71% 69% 63% 64% 75% 73% 67% 67% 73% 54% 86% 65%
PD (8) 63% 74% T70% 67% 62% 70% 70% 70% 77% 50% 78% 59%
PSD (6) 68% 74% 81% 82% 65% 38% 67% 60% 69% 50% 83% 71%
ASDT (5) 42% 56% 63% 47% 55% 51% 64% 44% T71% 33% 67% 55%

UNDERTIM (2) 56% 89% 88% 56% 55% 57% 50% 70% 86% 50% 90% 63%
PUN (2) 40% 67% 69% 39% 44% 29% 40% 20% 36% 83% 83% 25%

Independente

(1)
KOTA (1) 30% 56% 63% 44% 55% 86% 40% 20% 86% 67% 80% 50%

70% 67% 88% 67% 80% 86% 20% 0% 14% 0% 73% 50%

PPT (1) 60% 44% 63% 22% 55% 43% 40% 100% 71% 33% 40% 0%
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Dampak ketidaktaatan pada jam kerja, membawa pengaruh yang besar pada proses legislatif. Selama dua
tahun, kebanyakan Anggota Parlemen harus menunda kerja karena tidak memenuhi kuorum dan ini juga
berdampak pada program yang telah diagendakan oleh para anggota parlemen sendiri. Situasi semacam ini
selalu terjadi dalam sidang pleno serta sidang di tingkat Komisi A. Misalnya, pada tahun 2010 dan 2011
mayoritas sidang pleno selalu dimulai pada jam 10:00 pagi. Sering kali kehadiran dari para anggota
parlemen tidak memenuhi kuorum, hal ini menyebabkan Ketua Parlemen Nasional pada tahun 2010 dan
2011 selalu menekankan kepada semua anggota parlemen untuk masuk kerja dengan disiplin. Masalah ini,
juga mendapatkan perhatian yang sama dari Ketua Komisi A Fernanda Borges dengan mendukung
pernyataan dari Ketua Parlemen Nasional dengan mengatakan bahwa partisipasi dari anggota parlemen
nasional masih sangat minim sehingga sering kali kuorum tidak tercapai dan harus menunda kembali diskusi
mengenai rancangan undang — undang yang penting

Kehadiran Pertengahan di tahun 2011 Kehadiran Pertengahan resmi di tahun 2011*

75% 75%
50% 50%
25% 25%
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Pada tahun 2011, JSMP melakukan daftar hadir sendiri untuk memantau kehadiran dari seluruh anggota
parlemen selama sesi sidang pleno. JSSMP membuat daftar ini untuk melihat partisipasi para anggota
parlemen masing-masing dari semua fraksi partai yang ada di Parlemen Nasional. Persentasi kehadiran ini
berdasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh staff POP ketika sidang pleno dimulai dan sampai
pada sidang pleno berakhir.

Wakil Ketua Parlemen Nasional Vicente Guterres mengatakan bahwa, seringkali para anggota parlemen
nasional terlambat untuk menghadiri sidang di Parlemen, karena memiliki kegiatan penting lainnya yang
perlu dihadiri. Alasan semacam ini pada tahun sebelumnya Wakil Ketua Il Parlemen Nasional Maria Maria
Paixdo juga telah mengatakannya dalam Seminar Nasional pada tahun 2010 yang bertemakan Peranan
Parlemen Nasional dalam kapasitasnya sebagai badan Pengawasan dan Pengambilan Keputusan Politik.’
Begitu juga, Wakil Ketua Komisi A Rui Menezes mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat madani tidak
hanya melihat kepada kehadiran dari Anggota Parlemen Nasional, karena seharusnya sebagai wakil rakyat,
harus banyak memberikan waktu untuk melakukan kontak dengan rakyat di daerah terpencil.

*Data mengenai kehadiran resmi dari ‘Laporan bulanan mengenai pemerintahan, edisi Desember 2011 (10 Februari
2012) UNMIT: <http://www.unmit.org/>
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JSMP mengakui bahwa kadangkala para anggota parlemen memiliki aktivitas penting lainnya yang harus
mereka jalani. Akan tetapi kehadiran mereka di Parlemen Nasional adalah juga sangat penting agar dapat
memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Konstitusi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.

Dalam semua proses legislatif, JSMP menilai bahwa para anggota parlemen tidak begitu aktif dengan baik
guna memberikan kontribusi secara positif dalam proses pembuatan hukum. Hal ini dapat dilihat pada
bagian ‘informasi lainnya’ JSMP mencatat bahwa para anggota parlemen lebih aktif ketimbang diskusi
mengenai undang-undang.

Pada hari Senin dan Selasa kebanyakan anggota parlemen mengangkat isu jalan raya, fasilitas sekolah
yang serba kekurangan baik itu buku-buku mengajar, meja, kursi yang mulai rusak, masalah lansia atau usia
lanjut yang hingga kini belum pernah menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Selain itu, masalah listrik
yang sampai saat ini masih tetap padam/mati di baik di Dlli maupun di distrik lainnya dan masalah-masalah
lainnya. Akan tetapi ketika perdebatan mengenai rancangan Undang-Undang Kejahatan Pencucian Uang
dan Spekulasi, Undang — Undang mengenai Bank Sentral, Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terrorisme dan banyak Undang — Undang
lainnya para anggota parlemen kebanyakan hanya berdiam diri karena tidak terlalu mengerti dan takut salah
dalam melakukan interpretasi terhadap hukum, sehingga lebih memilih diam dan tidak memberikan
masukan.

JSMP mengakui, terdapat masalah serius mengenai keterbatasan sumber daya untuk mendukung para
anggota parlemen, dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. JSMP juga memahami, para anggota
parlemen memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan akan tetapi JSSMP tetap mendorong para anggota
parlemen untuk melakukan persiapan dengan baik sebelum mengikuti diskusi tentang sebuah undang-
undang. Untuk melakukan persiapan tersebut, para anggota parlemen seharusnya mendapatkan bantuan
dari para penasehat, para peneliti teknis parlemen, buku-buku dan internet.

Anggota Parlemen Rui Menezes, yang mana menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A mengatakan bahwa
pada tahun 2011 Parlemen Nasional memiliki program untuk pengembangan kapasitas bagi para anggota
parlemen untuk dapat melakukan studi banding di Negara Amerika Serikat dan negara lainnya. Akan tetapi
setelah kembali dari luar negeri semua program tersebut tidak dapat diimplementasikan karena adanya
keterbatasan waktu, sumber daya dan masalah keuangan. Rui memberikan contoh di Amerika Serikat
masing-masing anggota parlemen memiliki penasehat tersendiri dan ketika berdebat mengenai hukum
semua anggota parlemen terlihat aktif karena mendapatkan banyak ide dari para penasehat guna
mengajukan rancangan dan dalam membela rancangannya ketika diperlukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota parlemen Fernanda Borges, Ketua Komisi A, mengatakan
bahwa inisiatif untuk membangun kapasitas harus berasal dari anggota parlemen itu sendiri akan tetapi
perlu juga mendapatkan dukungan dari partai politik untuk menjalankan program tersebut dalam
meningkatkan kapasitas. Tidak ada dukungan selanjutnya maka para anggota parlemen tidak dapat
memberikan kontribusi positif atas proses bagaimana membuat suatu undang-undang. Menurut JSMP,
penting bagi para anggota parlemen untuk dapat mengerti dan mendiskusikan rancangan undang-undang
yang ada dalam parlemen. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada para anggota parlemen untuk
berusaha agar dapat melakukan persiapan secara maksimal dalam debate legislatif.
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Penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa
ofisial/resmi masih tetap menjadi suatu halangan
untuk bagaimana memperbaiki proses legislative.
Amandemen Peraturan Internal Parlemen Nasional ~ Farlemen Nasional mengesahkan, berdasarkan
pasal 98 (1)(a) menggarisbawahi bahwa rancangan ~ Pasal 92 no 95(1) Konstitusi RDTL, sebagai
undang-undang seharusnya ditulis dengan salah ~ Perikut:

satu bahasa ofisial dan parlemen dapat ... 8. Dalam setiap sesi legislative, pada setiap

mendiskusikan untuk menggunakan bahasa kerja  satu bulan, dalam sidang pleno akan diadakan
lainnya. Dalam kenyataannya, semua rancangan dalam bahasa Portugis;

undang — undang hampir semuanya ditulis dan
disediakan dengan bahasa Portugis. Sejak tahun
2002 sampai sekarang semua rancangan undang —
undang ditulis dengan bahasa Portugis, dan ini
menjadi masalah serius karena mayoritas anggota
parlemen tidak mengerti dan tidak berbicara
bahasa Portugis.

Resolusi Parlemen No. 51/1I:

9. Dalam setiap sesi legislatif, disetiap bulan,
diskusi dalam tingkat komisi akan diadakan sekali
dalam bahasa Portugis.

Pasal 13 Konstitusi mengatakan bahwa bahasa ofisial dan nasional adalah Tetum dan Portugis. Dalam pasal
159 mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah merupakan bahasa kerja, yang dapat
digunakan dalam administrasi publik secara bersamaan dengan dua bahasa ofisial lainnya, ketika
diperlukan.

JSMP sangat prihatin karena kenyataannya parlemen tidak mengikuti apa yang tertulis dalam Konstitusi
akan tetapi menetapkan sebuah Resolusi No. 51/ll. Resolusi ini mengatakan bahwa Parlemen Nasional
harus menggunakan bahasa Tetum dan Portugis sebagai bahasa ofisial. Dalam resolusi ini juga mengatakan
bahwa semua anggota parlemen harus berbicara bahasa Portugis pada hari Selasa dan dapat
menggunakan bahasa Tetum di hari lainnya. Resolusi ini dibuat guna mempromosikan bahasa Portugis.

Resolusi tersebut menjadi penyebab kesulitan para anggota parlemen. Salah satu contoh, pada hari Selasa
22 bulan Maret tahun 2011, anggota parlemen Adriano do Nascimento menghadapi kesulitan untuk
menjelaskan idenya mengenai masalah masyarakat di Covalima yang sedang dihadapi karena listrik tetap
padam/mati tetapi pemerintah tetap memberikan proyek untuk para pengusaha yang tidak memiliki dana
untuk menyediakan layanan listrik pada masyarakat. Karena kesulitan dengan bahasa Portugis, ia sendiri
meminta kepada Ketua Parlemen Nasional untuk mengijinkannya menggunakan bahasa Tetum.

Contoh lainnya, anggota parlemen Mario Viegas Carasgalédo, anggota Komisi A, dia sendiri mengerti dengan
baik bahasa Portugis akan tetapi dia merasa prihatin ketika mengadakan sidang pleno dengan masyarakat
madani yang nota bene kebanyakan tidak mengerti bahasa Portugis. JSMP dan masyarakat madani lainnya
selalu meminta pada Komisi A untuk melakukan terjemahan atas semua undang — undang ke dalam bahasa
Tetum. Contoh lainnya, misalnya pada tahun 2011 termasuk Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan
undang — undang lainnya menjadi kendala besar bagi masyarakat sipil/madani untuk mengerti dan
memahami proses yang berlangsung. Oleh karena itu dalam kebanyakan kasus seperti diskusi Undang —
Undang mengenai Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian
Uang dan Spekulasi, Undang — Undang mengenai Bank Sentral, Bank Administrasi dan Perpajakan,
masyaratat sipil hanya bisa memberikan pandangan secara umum, dan tidak bisa melakukan analisis
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secara detail dan memadai terhadap rancangan undang-undang tersebut hanya karena faktor bahasa yang
digunakan.

Walaupun demikian, anggota parlemen Ruai Menezes, Wakil Ketua Komisi A, membela parlemen untuk
tetap melanjutkan promosi penggunaan bahasa Portugis karena dianggap hanya sebagai masalah
sementara saja walau dia sendiri mengakui bahwa dia tidak dapat berbahasa Portugis. Akan tetapi dia
percaya bahwa ke depan generasi muda akan dapat berbahasa Portugis dengan baik karena sekarang
generasi muda telah mempelajari bahasa Portugusi sejak Sekolah Dasar.

JSMP menghargai upaya Parlemen Nasional untuk memberikan semangat pada semua anggota parlemen
untuk mempelajari bahasa Portugis, tetapi bukan untuk mempersulit atau menghambat keefektifan dan
produktifitas kerja para anggota parlemen dalam sidang pleno. Begitu juga, Resolusi No 51/Il telah
mengabaikan kenyataan bahwa semua masyarakat Timor Leste memiliki hak untuk turut terlibat dalam
proses legislatif, tanpa mengadapi halangan substansial karena alasan bahasa.

Pada tahun 2011 JSMP harus kembali mengorganisir penerjemahan tidak resmi atas Buku ke-3 dan ke-4
dari rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Perdata untuk melakukan diskusi kelompok terbatas
mengenai undang — undang ini di Dili dan Maliana. Kegiatan semacam ini dibuat agar dapat memberikan
kesempatan pada masyarakat untuk mendiskusikan semua rancangan undang — undang. Akan tetapi pada
akhirnya JSMP terlambat untuk memberikan usulan atau submisi tersebut karena masalah bahasa dan
parlemen nasional secara cepat melakukan pengesahan terhadap Kitab Undang — Undang Hukum Perdata
yang kurang lebih mencapai sekitar 2000-an pasal. Presiden Republik juga hanya membutuhkan satu hari
untuk melihat dan secara langsung memberlakukan Kitab Undang — Undang Hukum Perdata tersebut.

JSMP sangat menyesalkan dengan hambatan bahasa seharusnya parlemen mencoba untuk mencari solusi
yang baik guna mendukung dan menyediakan fasilitas yang baik bagi para anggota parlemen untuk dapat
mengerti dan memberikan akses kepada semua masyarakat untuk melakukan analisa terhadap undang —
undang atau perihal apa saja yang berdampak secara langsung pada kehidupan masyarakat. JSMP juga

Semua Anggota Parlemen yang mengerti
Bahasa Portugis

@ Sedikit mengerti
Sedikit mengerti
@ Tidak mengerti

5O,/0

mendorong semua anggota parlemen untuk belajar atau menggunakan bahasa Portugis walaupun
Parlemen Nasional bukan merupakan tempat bagi para anggota parlemen nasional untuk pelajar bahasa
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Portugis. Parlemen Nasional adalah merupakan tempat untuk mendiskusi tentang nasib dari seluruh warga
negara, kepentingan masyarakat dan masa depan dari seluruh masyarakat.8

Konsultasi dalam proses legislative masih sangat minim. JSMP menulis mengenai masalah ini dalam
laporan terakhir walaupun demikian konsultasi dalam proses legislative tidak mengalami perbaikan hingga
saat itu. Misalnya, menurut pantauan dari JSMP pada tahun 2011, konsultasi mengenai Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata tidak memadai karena undang — undang tersebut sangatlah rumit dan memiliki
dengan lebih dari sekitar 2000-an pasal.

Selain itu, JSMP juga terus merasa sangat prihatin dengan hak prerogatif Presiden terutama mengenai
perihal pemberlakuan Kitab Undang — Undang Hukum Perdata karena Presiden hanya membutuhkan satu
hari untuk membaca dan berkonsultasi dengan rancangan undang — undang yang kurang lebih terdiri dari
2000-an tersebut dan kemudian diberlakukan/ diundangkan dalam lembaran negara. Tanpa dengan maksud
mempersoalkan kompetensi konstitusional dari Presiden, akan tetapi berdasarkan pada pasal 88(4)
Konstitusi Republik mengenai pengesahan dan veto yang mendefinisikan bahwa:

Dalam waktu empat puluh hari setelah menerima RUU apapun dari Pemerintah atas tujuan mengumuman
resmi sebagai undang-undang, Presiden Republik dapat mengumumkan dokumen tersebut dengan resmi
atau menggunakan hak vetonya melalui pemberitahuan, secara tertulis, yang memuat alasan atas veto
tersebut.

JSMP sangat menghargai dan memuji komitmen dan upaya pemerintah untuk memperkokoh kerangka
sistem hukum perdata, walaupun undang — undang tersebut masih menyisakan beberapa masalah serius
bagi masyarakat dan berpotensi melahirkan konflik baru antara masyarakat di masa mendatang, karena
proses tersebut tidak diorganisir secara memadai dan tidak melalui sebuah konsultasi terbuka untuk
melibatkan semua lapisan masyarakat yang berkepentingan dalam proses ini.

Sampai pada tahun 2011, kinerja para anggota parlemen tidak ada perubahan yang signifikan. Parlemen
Nasional masih tetap menghadapi tantangan karena sumber daya yang tidak cukup untuk memberikan
dukungan bagi kinerja para anggota parlemen.

Berdasarkan pada pemantauan JSMP, sumber daya manusia masih sangat terbatas. Fakta ini bisa dilihat
dari laporan tahunan JSMP pada tahun 2010, sampai sekarang Parlemen Nasional hanya ada delapan (8)
orang penasehat internasional, empat (4) orang untuk bagian hukum dan empat (4) orang untuk mendukung
managemen keuangan. Sementara, hanya seorang penasehat nasional untuk urusan infrastruktur. Menurut
rekomendasi JSMP pada tahun sebelumnya bahwa sebaiknya Parlemen Nasional mendapatkan penasehat
internasional dan nasional yang lebih memadai, terlebih untuk membantu semua komisi yang sekarang ini
belum memiliki penasehat khusus.

Walaupun ketika Parlemen Nasional memutuskan untuk menambah pegawai teknis untuk membantu para
anggota parlemen, rencana ini tidak dapat diimplementasikan atau dijalankan karena gedung parlemen tidak
cukup untuk mendirikan kantor baru bagi semua pegawai. Ini yang merupakan hambatan mendasar untuk

8 Lihat Press Realese JSMP , ‘Parlemen Nasional mulai mengimplementasikan Bahasa Portugis dalam sidang pleno
pada hari Selasa 22 Maret 2011’: <www.jsmp.minihub.org>
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melakukan perekrutan terhadap penasehat internasional dan nasional untuk mendukung para anggota
parlemen.

Pada bagian fasilitas, Wakil Ketua Komisi A, Rui Menezes, mengakui fasilitas dalam ruang Komisi A serta
dalam uang sidang parlemen masih sangat minim. Misalnya ketika para anggota parlemen mau melakukan
pemunggutan suara atas sebuah undang — undang mereka harus mengangkat kartu merah, biru, dan hijau
sehingga para pegawai dapat menghitungnya hasil pemungutan suara yang diberikan. Ini berarti parlemen
menggunakan system manual dibandingkan dengan negara berkembang lainnya ketika melakukan
pemungutan suara menggunakan system elektronik dan memberikan hasilnya secara otomatis.

Selain itu, perpustakaan Parlemen Nasional seperti buku-bukunya mayoritas hanya tersedia dalam bahasa
Portugis, ini menghalangi para anggota parlemen karena mayoritas anggota parlemen tidak mengerti
bahasa Portugis dengan baik. JSMP mengakui pegawai sekretariat yang mendukung pleno dan Komisi A
termasuk sekretariat hubungan masyarakat dan komunikasi social berjalan lancar selama dua tahun akhir
dan berharap kerja sama yang baik ini dan dilanjutkan dengan JSMP di masa mendatang.
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JSMP terus prihatin dengan pemahaman masyarakat karena banyak orang tidak begitu memahami
mengenai sistem Parlementer di Timor Leste dan kegiatan Parlemen dan pemerintah. Berdasarkan
pemantauan JSMP melalui kegiatan pelatihan dan penyebaran informasi, mayoritas orang Timor Leste tidak
memahami dengan baik pekerjaan badan legisltaif, tugas parlemen untuk memantau program pemerintah
dan tugas parlemen adalah untuk membuat kebijakan politik di Parlemen Nasional. Bagian ini menjelaskan
kegiatan JSMP kepada masyarakat dan menjelaskan hasil pemantauan terhadap kegiatan tersebut.

Pada tahun 2011, JSMP mengadakan berbagai kegiatan di tengah masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai sistem parlementer dan melibatkan masyarakat dalam proses
perundang-undangan.

JSMP mengorganisir dua buah kegaiatan Diskusi Kelompok Terbatas (‘Focus Group Discussion’ — FGD),
yang dilakukan di Distrik Dili dan Distrik Bobonaro. Kedua FGD tersebut membahas mengenai Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku Ill mengenai ‘hak atas barang’. Tujuan utama dari FGD
adalah untuk mendapatkan masukan atau ide dari masyarakat dan untuk memahami pendapat dari para
tokoh masyarakat (Kepala Desa) dan masyarakat sipil mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang didiskusikan oleh Parlemen. FGD tersebut juga merupakan sebuah kesempatan untuk
mendiskusikan pendapat atau ide lain mengenai tugas dan peranan parlemen dan pemerintah yang
berkaitan dengan proses legislatif yang dilakukan oleh parlemen dan pemerintah selama periode legislatif
kedua. Hal ini penting karena seringkali masyarakat tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk
berpartisipasi dalam proses legislatif dan memberikan pendapat mereka mengenai rancangan undang-
undang. Para peserta menunjukan kemauan mereka untuk mengambil bagian dalam melakukan konsultasi
publik mengenai rancangan undang-undang dan mempengaruhi dalam proses pembuatan udang-undang.

Hasil dari FGD, JSMP menghimpun ide, saran dan keprihatinan yang relevan mengenai rancagan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sebuah usulan untuk disampaikan kepada Parlemen Nasional
agar dapat dipertimbangkan mengenai hal-hal penting yang diidentifikasi oleh JSMP sebelum anggota
Parlemen mengesahkan undang-undang tersebut rancangan undang-undang tersebut.

Pada tahun 2011, JSSMP mengadakan dua buah lokakarya masing-masing diselenggarakan di Desa Bibileo,
Distrik Viqueque dan Desa Hataz, Distrik Bobonaro. Tujuan kedua lokakarya tersebut adalah untuk
mendiskusikan dengan para peserta mengenai proses legislatif di Timor Leste dan tugas anggota Parlemen
yang mana membuat perundang-undangan, pengawasan dan pembuatan kebijakan politik.

Pada dua buah diskusi ini, peserta meminta kepada JSMP untuk meneruskan program lokakarya ini kepada
masyarakat di desa lain agar dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat yang tidak memahami
mengenai tugas parlemen nasional. Beberapa peserta meminta kepada JSMP untuk memasukan informasi
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tambahan mengenai hukum, keadilan dan hak asasi manusia yang mana sangat minim bagi masyarakat di
daerah pedalaman.

Peserta juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan rekomendasi kepada Parlemen
untuk melakukan konsultasi terhadap semua rancangan undang-undang yang berasal dari Parlemen dan
Pemerintah, terlebih undang-undang yang berkaitan dengan Tanah dan Harta Benda yang saat ini menjadi
masalah nasional. Para peserta juga meminta kepada wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap
proyek pemerintah di bidang infrastruktur dan pendidikan karena kondisinya terus memburuk, walaupun
Parlemen Nasional mengesahkan anggaran dalam jumlah yang besar untuk mengimplementasikan proyek
seperti ini.

Kegiatan diseminasi informasi ini bertujuan untuk membagi informasi yang dihasilkan oleh JSMP melalui
siaran pers, pendapat hukum atau usulan dan bulletin parlemen, juga termasuk informasi lain yang relevan
dengan tugas Parlemen Nasional di bidang keadilan dan hak asasi manusia kepada masyarakat dan para
pelajar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pemahaman
masyarakat dan para pelajar mengenai tugas Parlemen Nasional dan badan keadaulatan lain seperti tugas/
peran Presiden Republik, pemerintah dan pengadilan. Hal ini penting karena JSMP melihat tahun lalu
mayoritas masyarakat masih terus mengalami kebingungan mengenai tanggungjawab masing-masing
badan kedaulatan terutama antara parlemen dan pengadilan.

Pada tahun 2011, JSMP melakukan diseminasi informasi sebanyak 5 kali, masing-masing diadakan di Desa
Bibileo, Desa Hataz dan tiga Sekolah Menengah Atas di Maubisse, Aileu dan Liquica. Para peserta dari
Desa Bibileo dan Hataz merekomendasikan bahwa para wakil rakyat diminta untuk melakukan pengawasan
sampai di semua desa hingga ke tingkat perkampungan untuk memantau program pemerintah atau
melakukan konsultasi dengan masyarakat mengenai undang-undang tertentu atau program pemerintah.
Para peserta mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu
dengan para wakil rakyat.

Para peserta dari Sekolah Menengah Atas (SMA) merekomendasikan dalam program diseminasi informasi
bahwa para wakil rakayat harus mengunjunggi distrik-distrik untuk melihat lebih dekat kesulitan dan
penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan mereka setiap hari, agar wakil rakayat dapat
mengetahui dan merencanakan dengan baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat. Para pelajar juga meminta kepada JSMP untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh
para pelajar seperti keterbatasan fasilitas yang seringkali berdampak pada proses belajar mengajar. Para
pelajar meminta kepada JSMP untuk menyampaikan masalah tersebut kepada Komisi F Parlemen Nasional
yang menanggani masalah kesehatan, pendidikan dan budaya untuk dapat melakukan pengawasan
terhadap sekolah-sekolah di seluruh wilayah di Timor Leste.

Pada tanggal 24 Oktober 2011, JSMP mengadakan sebuah seminar nasional dengan tema Peranan
Parlemen Nasional Berakitan dengan Kewenangan Pengawasan dan Keputusan Politik. Tujuan utama dari
Seminar ini adalah agar masyarakat juga dapat mengenal lebih baik wakil mereka dan mendengar pendapat
dari anggota Parlemen dan visi politik mereka menjelang pemilihan umum 2012. Selain itu, untuk menukar
pendapat mengenai kesuksesan dan perkembangan yang selama ini kedua belah pihak (baik anngota
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Parlemen dan masyarakat) hadapi agar dapat memunculkan ide positif untuk menanggapi tantangan dan
dapat memperbaiki lebih baik di masa mendatang.

Para pembicara di Seminar Nasional tersebut berasal dari anggota Parlemen yang meliputi Wakil Presiden
Parlemen Nasional, Vicente da Silva Guterres dari Fraksi Aliansi Mayoritas Parlamen (AMP), Fernanda
Mesquita Borges, Presiden Komisi A dan Frangisco M. Branco dari fraksi oposisi Fretilin. Peserta yang
menghadiri seminar nasional tersebut berasal dari lider komunitas desa dari Distrik Viqueque, Manatuto,
Liquica dan Bobonaro, juga termasuk Kepala Desa dari Distrik Dili.

Beberapa rekomendasi bagi Parlemen Nasional dari para peserta Seminar Nasional:

. Meminta pada semua anggota parlemen untuk meningkatkan aktivitas pengawasan di wilayah
terpencil untuk melihat secara mendalam kepentingan dan proses pembangunan yang sedang
dilaksanakan dalam komunitas dan guna mendengar keprihatinan dari masyarakat.

. Merekomendasi pada anggota parlemen dan pemerinta lewat kementerian yagn relevan untuk
menambah aktivitas konsultasi publik mereka mengenai rancangan undang-undang sebelum
didiskusikan dan disahkan.

. Mendorong parlemen dan pemerintah melalui kementerian yang relevan untuk melakukan
sosialisasi atas semua undang — undang yang telah disahkan dan telah dipublikasikan dalam
Lembaran Nasional agar semua masyarakat dapat mengetahui dan mentaati undang — undang
tersebut.

Selama kegiatan ini dilakukan, JSMP melihat bahwa Parlemen Nasional belum memiliki program sosialisasi
yang efektif untuk membantu masyarakat agar dapat memahami peranan parlemen mengenai pembuatan
undang-undang, pengawasan dan pengambilan kebijakan politik. JSMP menyesalkan dan prihatin dengan
situasi ini karena anggota Parlemen mewakili rakyat di Parlemen, namun masyarakat tidak memahami apa
yang dilakukan oleh wakil mereka. Seperti dalam laporan JSMP 2010, JSMP menganggap persoalan
tersebut mencederai prinsip transparensi dan akuntabilitas dari sistem parlementer. Jika masyarakat tidak
memiliki pemahaman dasar yang mengenai apa yang menjadi tanggungjawab para anggota Parlemen
Nasional, masyarakat tidak bakalan percaya kepada Parlemen untuk menjawab kepentingan mereka melalui
pemiluJSMP mengamati bahwa para peserta dari Ibu Kota Dili memiliki pemahaman yang lebih baik
daripada peserta dari distrik lain. Hal ini berdasarkan pada hasil pemantauan terhadap peserta yang
mengikuti FGD dan juga seminar nasional yang diorganisir oleh JSMP pada tahun 2011. Melalui program ini
JSMP melihat bahwa peserta dari Distrik Dili lebih aktif dalam proses diskusi dan menyampaikan informasi
mengenai situasi aktual yang ada di Parlemen Nasional dan pemerintah, termasuk informasi lain yang
menjadi konsumsi publik secara jelas. Peserta dari distrik lain menunjukan pemahaman yang minim
mengenai situasi aktual yang terjadi di Parlemen dan Pemerintah.

JSMP berpendapat bahwa adanya perbedaan antara masyarakat yang berdomisili di Dili dan masyarakat
dari distrik karena mereka yang menetap di Dili dapat mengakses informasi dengan mengikuti dinamika
proses diskusi anggaran Negara melalui transmisi langsung yang disiarkan dari Radio dan Televisi Timor
Leste. Namun mereka yang berada di Dili dan di Distrik semuanya tidak mengakses hak atas informasi
mengenai proses legistlatif dan diskusi mengenai keputusan politik yang berdampak pada kehidupan
mereka.
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Berikut adalah pendapat atau pemahaman peserta yang tidak benar mengenai sistem parlementer di Timor
Leste:

. Peserta berpendapat bahwa wakil rakyat hanya mewakili orang yang memilih mereka. Jadi, ketika
masyarakat memiliki masalah, mereka hanya dapat menyampaikan kepada partai yang mereka
pilih, bukan kepada semua wakil rakyat. Oleh karena itu, ketika terjadi sebuah masalah di tengah
masyarakat, peserta tidak percaya bahwa semua wakil rakyat akan mendengar masalah mereka.

. Para peserta berpendapat bahwa Parlemen Nasional sebagai sebuah badan yang
mengimplementasi kegiatan dan proyek, bukan sebagai sebuah badan legislatif. Oleh karena itu,
masyarakat selalu menuntut para wakil rakyat untuk mendirikan sekolah, memperbaiki jalan raya
yang rusak dan membuka jalan raya baru, menyalurkan air bersih dan keprihatinan lain yang
merupakan kompetensi pemerintah selama ini.

. Beberapa peserta berpendapat bahwa Parlemen Nasional sebagai badan yudisial yang dapat
memberikan keadilan bagi mereka seperti yang dilakukan oleh pengadilan.

. Para peserta juga berpendapat bahwa ketika parlemen melakukan pengawasan, konsultasi publik
dan kegiatan lain di tingkat basis, kegiatan ini dianggap sebagai kampanye partai politik yang
mereka lakukan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai mereka. Peserta
berpendapat bahwa konsultasi bukan merupakan pekerjaan dari parlemen dan pemerintah.
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Pada tahun 2011 dicatat sebagai tahun politik yang dinamis bagi Parlemen Nasional karena selain
menunjukan kemajuan yang progesif melalui pengesahan berbagai undang-undang, Parlemen Nasional
juga menunjukan kritik yanbg substantif terhadap program pemerintah, baik melalui fraksi oposisi maupun
dari fraksi pemerintah yang tergabung dalam Aliansi Mayoritas Parlemen (AMP). Salah satu langkah positif
lainnya adalah para anggota parlemen mulai terbuka untuk membangun kritik terhadap program pemerintah
yang dijalankan oleh fraksi mereka yang memegang pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas dan
transparansi. Hal positif lainnya adalah masyarakat dapat dengan muda mengakses informasi mengenai
agenda kerja harian parlamen dari Sekretariat Parlemen Nasional.

Perkembangan lainnya adalah para anggota parlemen memberikan prioritas untuk mendisikusikan
mengenai beberapa undang-undang, seperti KUH Perdata, yang pada akhirnya parlemen mendirikan
sebuah komisi khusus untuk bekerja secara khusus mengenai proses ini. Walaupun demikian, JSMP tetap
prihatin karena terdapat beberapa pasal penting dalam undang-undang ini yang tidak mencerminkan kondisi
real Timor Leste dan juga karena proses tersebut tidak menyediakan waktu yang cukup. Di masa depan,
JSMP berharap parlemen dan pemerintah dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui
kajian-kajian/penelitian yang mendalam, melakukan konsultasi publik secara substansial untuk mereflesikan
situasi real Timor Leste. Setelah itu, baru pemerintah dan parlemen memulai dengan proses penulisan
rancangan undang-undang.

Walaupun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek yang dicapai selama tahun 2011, Parlemen Nasional
tetap saja menghadapi berbagai persoalan serius selama tahun tersebut. Masalah-masalah tersebut antara
lain terutama mengenai sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, keterbatasan penasihat/tenaga ahli
dan pegawai yang dapat mendukung kegiatan komisi-komisi dan persediaan para tenaga terjemah. Selain
itu para anggota parlemen tetap menghadapi tantangan dengan bahasa Portugis yang digunakan dalam
proses penulisan berbagai undang-undang. JSMP berharap bahwa Parlemen dan Pemerintah baru dapat
memulai proses penulisan rancangan undang-undangn dalam bahasa Tetun sesuai dengan mandat pasal
13 Konstitusi, yang menentukan bahwa bahasa resmi adalah bahasa Tetun dan Portugis.

Berdasarkan pada uraian masalah dan analisi dalam laporan ini, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi
yang JSMP tawarkan untuk selanjutnya dipertimbangkan di masa mendatang:

1. Parlemen Nasional perlu merekrut lebih banyak penasihat nasional dan internasional untuk
membantu mereka dalam memahami proses legislasi atau proses pembuatan undang-
undang.

2. Parlemen Nasional perlu menambah tenaga pegawai untuk Parlemen Nasional, untuk
membantu para anggota parlemen dalam proses pengawasan.

3. Parlemen Nasional harus menambah sumber referensi lain dalam bahasa Tetun dan
Indonesia di perpustakaan parlemen agar para anggota parlemen dapat memahami dan
memanfaatkan sumberdaya tersebut.

4. Parlemen Nasional dan pemerintah harus menyiapkan semua dokumen, termasuk
rancangan undang-undang, dalam dua bahasa resmi, termasuk Tetun.
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10.

Sekretariat Parlemen Nasional melalui Presiden Parlemen Nasional harus memberikan
sanksi kepada para anggota parlemen yang sering kali tidak disiplin dalam jam kerja.

Parlemen Nasional dan pemeritah perlu melakukan konsultasi secara terbuka dan
substantif dengan pihak-pihak terkait mengenai rancangan undang-undang dan
memungkinkan rakyat terlibat dalam proses ini.

Para anggota Parlemen didorong untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses legislatif dan
juga diharapkan untuk mempersiapkan diri secara baik. Untuk mencapai proses itu, para
anggota parlemen harus melakukan pelatihan atau program studi banding di luar negeri
untuk lebih mendukung dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses legislatif,
pengawasan dan pengambilan keputusan politik berdasarkan Konstitusi, undang-undang
dan situasi riil rakyat Timor Leste.

Parlemen Nasional dan pemerintah harus mengembangkan program sosialisasi yang baik
mengenai sistem demokrasi di Timor Lest, sosialisasi mengenai undang-undang yang telah
diberlakukan dalam Lembaran Negara, proses legislatif dan hak-hak politik, melalui
pendidikan kewarga-negaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke masyarakat luas.
Ini merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi para anggota dewan juga bisa
memberikan kontribusinya dalam program ini.

Parlemen Nasional dan pemerintah perlu memiliki rencana yang baik mengenai Anggaran
Belanja Negara untuk memungkinkan masukan konstruktif dari para anggota parlemen
untuk hanya mengesahkan anggaran negara hanya satu kali dalam setahun agar lebih
efisien dan efektif.

Mendorong para anggota Parlemen Nasional berikutnya untuk dapat memberikan perhatian
khusus kepada undang-undang penting lainnya yang masih tertunda di parlemen, seperti
Rancangan Undang-Undang mengenai Program Reparasi Nasional dan Pendirian Program
Institusi Memori Publik.
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Timor Leste adalah Negara hukum. Konstitusi menetapkan sistem permerintahan semi presidensial yang
menganut sistem pemisahan kekuasaan dan ketergantungan antara lembaga-lembaga kedaulatan yang
satu dengan yang lainnya. Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan.® Fungsi dan
kewenangan negara yang kemudian dipisahkan dalam lembaga-lembaga kedaulatan tersebut.

Parlemen Nasional adalah sebuah badan yang mewakili semua masyarakat dan memiliki kewenangan untuk
membuat undang-undang, untuk mengawasi dan membuat keputusan politik.'0 Masyarakat memilih anggota
Parlemen Nasional melalui pemilihan demokratis. Parlemen Nasional minimal 52 orang wakil rakyat dan
maksimal 65 orang wakil rakyat.!' Saat ini, Parlemen Nasional memiliki 65 orang wakil rakyat.

Parlemen Nasional dibagi ke dua bagian: sidang pleno dan komisi. Sesi sidang pleno adalah pertemuan dari
semua anggota Parlemen dalam satu ruangan. Biasanya sesi pleno dilakukan pada hari Senin dan Selasa'?
Meskipun demikian, jika ada hal-hal penting tertentu, maka akan dilakukan sidang pleno pada hari tertentu,
yang biasa disebut ‘Sidang Pleno Luar Biasa’.

Komisi adalah sekelompok wakil rakyat dari fraksi parlementer atau setiap wakil dari fraksi partai-partai
politik. Setiap komisi memiliki anggota sebanyak 7 sampai 12 orang untuk mendiskusikan berbagai bidang.
Komisi mengadakan pertemuannya sendiri setiap hari Rabu dan Kamis, dan dipimpin oleh Presiden
komisi.’® Sementara ini, Parlemen Nasional memiliki 9 Komisi 9.1 JSMP hanya memantau Komisi A (yang
membidangi masalah Konstitusi, Keadilan, Administrasi Publik, Kewenangan Lokal dan Perundang-
Undangan Pemerintah).

Komisi memiliki tanggungjawab untuk menguiji rancangan undang-undang yang dirujuk oleh sidang pleno.
(lihat bagan di bawah). Biasanya, komisi berkonsultasi dengan masyarakat dan organisasi yang memiliki
kepentingan terhadap rancangan undang-undang. Berdasarkan konsultasi tersebut, Komisi kemudian
menulis laporan untuk merekomendasikan perubahan terhadap rancangan undang-undang. Laporan ini
disampaikan pada sidang pleno untuk dipertimbangkan. Tolong lihat ringkasaun mengenai rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara di Perdata melalui Parlemen Nasional pada bagian | dari laporan ini.

9 Konstitusi RDTL, Pasal 69 .
10 Konstitusi RDTL, Pasal 92.
11 Konstitusi RDTL, Pasal 93 .
2 Amendemen Peratural Internal Parlemen Nasional, pasal 46 (1)(a).
3 Amendemen Peratural Internal Parlemen Nasional, pasal 46(1)(b).

14 A. Komisi untuk Urusan Konstitusional, Keadilan, Administrasi Publik, Kewenangan Lokal/Daerah dan Perundang-
Undangan Pemerintah;B. Komisi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan dan Keamanan Nasional: C. Komisi Urusan
Perekonomian, Keuangan dan Anti Korupsi; D. Komisi Urusan Agrikultur, Perikanan, Perhutanan, Sumberdaya Alam
dan Lingkungan, E. Komisi Urusan Pengurangan Kemiskinan, Pembangunan Daerah dan Regional dan Kesetaraan
Gender; F. Komisi Kesehatan dan Budaya; G. Komisi untuk Infrastruktur dan, Peralatan Sosial; H. Komisi untuk urusan
Pemuda, Olahraga, dan Pelatihan Profesional; I. Komisi Regulasi Internal , Etika dan Mandat para Anggota Parlemen.
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Sistem Demokrasi di Timor Leste

Badan kedaulatan dengan
kewenangan untuk menjalankan
peradilan atas nama rakyat, adalah
independen dan sesuai dengan
hukum - Pasal 118(1) dan 120

- Artigu 118(1) no 120 Konstitusi

Warga Negara Timor Leste

Kedaulatan berada di tangan rakyat
- Pasal 2.1 Konstitusi

I I
Dari pemilihan

Wewenang utama untuk
merancang undang — undang
mengenai kebijakan nasional dan
pihak asing di Timor - Pasal 95(1)
Konstitusi

Partai atau aliansi mayoritas di Parlemen yang memilih Perdana
Menteri. Presiden akan memilih anggota pemerintah lain atas
permohonan dari Perdana Menteri — pasal 106 Konstitusi

v l

Presiden Republik Perdana Menteri dan
Pemerintah

Berkompetensi untuk Bertanggungjawab untuk membuat

METIESTELLLE e e e dan melaksanakan kebijakan umum
dan melakukan hak veto terhadap Negara dan badan tinggi
PERIEENGUAL EAED = (PEeel i) adminitrasi publik - Pasal 103

dan (c) Konstitusi Konstitusi
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Tanggal
pengesahan

7 Februari 2011

12 April 2011

15 Maret 2011

12 April 2011

26 April 2011

28 April 2011

4 Mei 2011

13 Juni 2011

6 Juli 2011

16 Agustus 2011

23 Agustus 2011

23 Agustus 2011

24 Agustus 2011

7 September 20 11

25 November 2011

13 Desember 2011

Semua Undang-Undang yang disahkan pada akhir tahun 2011

Nama Undang-Undang

UU No. 2/2011 Perubahan Kedua atas UU No. 3/2006
mengenai Statuta Kombatan Perang untuk Pembebasan
Nasional

UU No. 3/2011 mengenai UU Organik untuk Presiden
Republik

UU No. 4/2011 mengenai Kejahatan Monopoli dan
Spekulasi

UU No. 5/2011 mengenai UU Organik Bank Sentral Timor
Leste

UU No. 6/2011 Perubahan Pertama atas UU No 5/2006
mengenai Undang-Undang Pengelolaan Badan Pemilu

UU No. 8/2011 Perubahan Kedua atas UU No. 7/2006
mengenai UU Pemilihan Umum untuk Presiden Republik

UU No. 7/2011 Perubahan Kedua atas UU No. 6/2006
mengenai Undang-Undang Pemmilihan Umum untuk
Parlemen Nasional

UU No. 11/201 Perubahan Pertama atas Statuta Jaksa
Penuntut Umum

UU No. 9/2011 mengenai UU Organik Pengadilan Tinggi
administrasi, perpajakan dan Pemerikasaan Keuangan

UU No. 15/2011 mengenai Hubungan Peradilan Pidana
Internasional

UU No. 10/2011 Pengesahan terhadap Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata

UU No. 12/2011 Perubahan Pertama atas UU No. 9/2005
mengenai UU Dana Perminyakan

UU No. 13/2011 mengenai Undang-Undang Utang Publik
UU No. 14/2011 mengenai Penanaman Modal Swasta

UU No. 16/2011 mengenai Anggaran Umum Negara tahun
2012

UU No. 17/2011 mengenai Undang-Undang Pencegahan
dan Pemberantasan terhadap Kejahatan Pencucian Uang
dan Pendanaan terhadap kegiatan terorisme

Setuju

40

27

27

34

34

30

39

25

37

38

27

31

31

35

32

Pemilihan

Kontra

20

Abstain

13

14
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Tanggal
pengesahan

Nama Undang-Undang

Pemilihan

Rancangan UU No. 55/I mengenai Persejutuan Legislatif

19 Desember 2011 dalam Masalah Lingkungan

dalam Lembaran Negara)

Rancangan UU No. 39/l mengenai Undang-Undang

20 Desember 2011 | erouruhan

dalam Lembaran Negara)

(Undang-Undang ini belum disahkan dan dipublikasikan

(Undang-Undang ini belum disahkan dan dipublikasikan

Setuju Kontra Abstain
23 1 10
31 0 3

Rancangan undang — undang yang ditunda dalam Parlemen Nasional di tahun 2011

Nama Rancangan UU

Rancangan UU No 34/Il mengenai Rancangan
Khusus untuk Mendefinisikan Kepemilikan dari
Benda Tak Bergerak

Rancangan UU No 35/I mengenai Penyitaan

Rancangan UU No 36/1l mengenai Anggaran
Keuangan Benda Tak Bergerak

Rancangan UU No 20/Il mengenai Pembangunan
Lembaga Peringatan Publik

Rancangan UU No 19/Il mengenai Program Nasional
untuk Reparasi

Rancangan UU No 9/l mengenai Persenjataan

Rancangan UU No 18 mengenai Wewenang Lokal

Rancangan UU No 19 mengenai Pemilihan Kota

Rancangan UU No 51/l mengenai Transisi Jaminan
Sosial untuk Usia Lanjut dan Cacat dan Meninggal
bagi para Pegawai Negeri

Rancangan UU No 50/1 mengenai Pemogokkan

Rancangan UU No 21/Il mengenai Anti Korupsi

Tanggal masuk
di Palemen

6 April 2010

6 April 2010

6 April 2010

16 Juni 2010

16 Juni 2010

6 Juni 2008

3 Maret 2009

3 Maret 2009

6 Juni 2011

30 Mei 2011

8 November
2011

Proses Diskusi

Masih dalam tahap diskusi khusus di
Komisi A sejak 28 Agustus 2011

Masih dalam tahap diskusi khusus di
Komisi A sejak 28 Agustus 2011

Masih dalam tahap diskusi khusus di
Komisi A sejak 28 Agustus 2011

Ditunda untuk kedua kalinya dalam tahap
diskusi khusus dalam sidang pleno 14
Februari 2011

Ditunda untuk kedua kalinya dalam tahap
diskusi khusus dalam sidang pleno 14
Februari 2011

Ditunda dalam diskusi dan pemunggutan
suara menuju pada tahap diskusi khusus

Ditunda dalam diskusi dan pemunggutan
suara menuju tahap diskusi khusus

Dipersiapkan untuk didiskusikan dan
pemunggutan suara secara umum

Disampaikan pada Komisi A

Disampaikan pada Komisi A untuk
menunjukkan laporan dan usulan dalam
waktu 3 minggu muali 30 Mei 2011

Dismpaikan pada Komisi C dan A 8
Nophember 2010
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Nama Rancangan UU

Rancangan UU No32/Il mengenai Presiden Protokol

Negara

Tanggal
Pengesahan

10 Januari 2011

28 Februari 2011

21 Maret 2011

22 Maret 2011

6 April 2011

18 April 2011

30 Mei 2011

30 Mei 2011

13 Juni 2011

14 Juni 2011

21 Juni 2011

21 Juni 2011

21 Juni 2011

Tanggal masuk
di Palemen

1 Maret 2010

Proses Diskusi

Nasional mulai 2010

Semua resolusi yang disahkan pada tahun 2011

Nama ResolusiNaran Rezolusaun

Resolusi No. 57/1 tentang kunjungan Presiden Republik ke
Israel dan Palestina

Resolusi No. 58/1l tentang dukungan solidaritas bagi rakyat
Sahara

Resolusi No. 60/1 tentang kunjungan Presiden Republika
ke Kamboja dan Thailand

Resolusi No. 61/11 tentang subtitusi untuk anggota Efektif
Kelompok Nasional untuk Majelis Parlemen bagi
masyarakat yang berbahasa Portugis

Resolusi No. 62/11 tentang penangguhan jabatan Wakil
Perdana Menteri José Luis Guterres

Resolusi No. 63/1 tentang kebutuhan yang dapat
menjamin kelangsungan kinerja dari Kejaksaan Agung

Resolusi No. 65/1l tentang atribut nasional yang perlu
dihargai dan dijunjung tinggi oleh rakyat Timor Leste

Resolusi No. 66/1l tentang pemberian kewarganegaraan
bagi S.A.R. Dom Duarte de Bragancga bagi dedikasi,
prestasi kerjanya untuk rakyat Timor Leste

Resolusi No. 67/1l tentang Komunikasi Institusional antara
Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Agen Komisi
Eropa dan instituisi Negara Timor Leste

Resolusi No. 68/1l tentang Kunjungan Kenegaraan
Presiden Republik ke Republik Angola dan Republik Cape
Verde

Resolusi No. 69/1l tentang pengurangan dan gangguan
dari kegiatan atau pelaksanaan normal ke sesi legislative
kedua

Pemilihan Dewan Fiskalisasi untuk kerja Intelejen Nasional
Demokratik Timor Leste

Pemilihan Dewan Tinggi Kejaksaan Agung

Setuju

46

38

35

34

38

29

31

32

36

34

30

45

37

Pemilihan

Kontra

16

18

Menunggu apresiasi dari Palemen

Abstain
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8 Agustus 2011

29 Agustus 2011

29 Agustus 2011

29 Agustus 2011

14 September 2011

10 Oktober 2011

4 November 2011

10 November 2011

23 November 2011

Resolusi No. 71/1l tentang kunjungan Presiden Republik ke
Myanmar

Resolusi No. 72/l tentang kunjungan Presiden Republik ke
Republik China

Resolusi No. 73/1l tentang Promosi Pengajaran bahasa
resmi untuk kesatuan nasional yang mengkonsolidasikan
identitas khusus dan asli ke dalam dunia

Resolusi No. 74/1l tentang ratifikasi dan penetapan bagi
Pengadilan Tinggi berdasarkan pada pasal 95.3(a)
Konstitusi

Resolusi No. 75/1l tentang Anggaran untuk Parlamen
Nasional pada tahun 2012

Resolusi No. 76/1l tentang kunjungan Presiden Republik ke
India

Resolusi No. 78/1l tentang Pengesahan dan rekening
umum Negara tahun 2010

Resolusi No. 79/1l tentang kunjungan Presiden Republik ke
Republik Indonesia

Resolusi No. 80/1l tentang kunjungan Presiden Republik ke
Republik Korea

Rancangan Semua Resolusi yang ditunda pada tahun 2011

Tanggal masuk

Nama Rancangan Resolusi di Parlemen

Nasional

Rancangan Resolusi No 70/1l Penangguhan fungsi bagi
anggota pemerintah Sr. Arcangeilo Leite, Menteri 21 Juni 2011
Administrasi Negara dan Perencanaan Wilayah

Rancangan Resolusi No Nu.33/Il mengenai Konvensi
pengurangan kasus tak berkewarganegaraan

Rancangan Resolusi No.32/ll mengenai Konvensi status
dari tidak adanya kewarganegaraan

13 Agustus 2009

13 Agustus 2009

Permintaan pengguhan imunitas untuk sidang anggota

parlemen Cornelio da Concei¢do Gama (L-7) dari

pengadilan Baucau

12 April 2011

14

27

31

29

35

27

32

34

27

12

Proses Diskusi

14

16

14

Telah ada dalam proses agenda

pemilihan untuk yang ketiga

kalinya dalam sidang pleno sejak

06 Juli 2011

Dikembalikan ke Komisi A pada

tanggal 13 Agustus 2009

Dikembalikan pada Komisi A
pada tanggal 13 Agustus 2009

Sedang ada pada fase apresiasi
dari Kommisi | sejak 12 April

2011
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Tanggal
Pengesahan

31 Mei 2011

11 Juli 2011

Tanggal
Pengesahan

27 April 2011

1 Juni 2011

1 Juni 2011

Pengesahan Parlemen Nasional lainnya

Pemilihan
Nama
Setuju Kontra Abstain
Komisi | untuk mengijinkan anggota parlemen Jose
Texeira memberi keterangannya kepada Pengadilan 35 0 0
Distrik Dili
Rencana Strategis Pembangunan&
41 0 0*
* (Fretilin meninggalkan pemilihan)
Semua Undang — Undang yang disahkan di Komisi A
Votasaun
Nama Status Agora
Setuju Kontra  Abstain
Telah disetujui
Rancangan UU No. 48/Il tentang UU 6 0 5 dalam sidang
Organik bagi Presiden Republik pleno Parlemen
Nasional
Rancangan semua UU mengenai
- 5 2 0
Pemilihan
- Rancangan UU No. 43/Il, Perubahan Telah disetujui
Pertama atas UU No. 5/2006 5 5 0 dalam sidang
mengenai UU semmua Lembaga pleno Parlemen
Administrasi Pemilihan Nasional
Telah disetujui
- rancangan UU No. 44/1l, Perubahan dealzmcril‘lsziggljwlg
Kedua atas UU No. 6/2006 mengenai 5 2 0

UU Pemilihan Parlemen Nasional

- rancangan UU No. 45/Il, Perubahan
Kedua atas No. 7/2006 mengenai UU 5 2 0
Pemilihan Presiden Republik

Rancangan UU No. 46/1l, Perubahan
Pertama atas Statuta Jaksa Penuntut 7 1 0
Umum

pleno Parlemen
Nasional

Telah disetujui
dalam sidang
pleno Parlemen
Nasional

Telah disetujui
dalam sidang
pleno Parlemen
Nasional
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Komposis: Komisi A pada tahun 2011

Nama

Fernanda Misquita Borges
Rui Menezes

Carmelita Caetano Moniz
Vicente da Silva Guterres
Natalino dos Santos

Aréo Noe de Jesus
Aniceto Guterres
Antonino Bianco
Domingos Maria Sarmento
Teresa de Carvalho
Manuel Tilman

Cornelio Gama “L-7”

Mario Viegas Carascalao

Fraksi

PUN

PD

CNRT

CNRT

CNRT

CNRT

Fretilin

Fretilin

Fretilin

ASDT

KOTA

UNDERTIM

PSD

Posisi di Komisi
Presiden Komisi A
Wakil Presiden Komisi A
Sekretaris Komisi A
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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